PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 304 /Kpts/BPT-PS/2014

TENTANG

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota
Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Juyraj
Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2008-2014, telah dipilih
kembalij Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Periode
Tahun 2014-2020 melalui musyawarah tanggal 14 Maret 2014;

b. bahwa berdasarkan Surat Camat IV Jutaj Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 140/316 fCIVJ/V - 2014, tanggal 12 Mei 2014 !
perihal Penyampaian Berkas Pembentukan BAMUS Nagari, perlu ’
pemberhentian dan pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan i
Nagari Painan Kecamatan [v Jurai Kabupaten Pesisir Selatan; |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada i
huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkar. Pemberhentian - |
dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari Painan - |
Kecamatan IV Juraj Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan |
Bupati Pesisir Selatan; ;
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah ‘Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomer 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

)
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Tambahan Lembaran Negara Repuhiik indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor T¢ Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan  Pengawasan  Pem ienggaraan  Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repithilik lmdonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembarasn Negere Republik Indonesia Nomor
4593);

.\1

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Taiiun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahurn 2007 Nornor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor #7337y

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah P.opinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagarti,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010"

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Il. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS
NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang

tata cara Pembentukan Radan Permusyawaratan Nagari ( BAMUS
NAGARI );

MEMUTUSKAN

Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Painan Kecamatan 1V Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2008 - 2014, dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdian yang telah

diberikan selama iaenjalankan tugas sebagai Badan Permusyawaratan
Nagari Painan

Mengesahkan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI)
Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun
2014 - 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
pada lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari Keputusan Bupatu ini.

Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi
menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan merpunyvai hak, kewajibar dan larangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 79 Peraturan Daerah
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Nagari, sebagaimana  telah diubah  dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesjsir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Nagari, s

» maka Keputusan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 154 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dewan
Perwakilan Nagari (DPN)  Painan dan  Pengesahan Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI) Painan,

dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.
Keputusan ini mulaj berlaku sejak tanggal pelantikan.
Ditetapkan di Painan
Pada Bg2~30 Mei 2014
X _ar




PAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
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